




A. Latar Belakang Masalah  
Dengan seiring berjalannya waktu, maka mengakibatkan semakin majunya 
zaman. Pada zaman modern seperti saat ini banyak sekali perkembangan-
perkembangan yang telah muncul. Seperti perkembangan yang ada di dalam dunia 
bisnis. Dalam dunia bisnis sangat diperlukan adanya perjanjian. Hukum perjanjian 
merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Sebab bagaimanapun 
juga, bisnis bermula dari adanya perjanjian atara pelaku bisnis yang satu dengan 
pelaku bisnis yang lainnya yang saling bekerjasama.  
Salah satu contoh terjadinya pelaksanaan perjanjian yaitu perjanjian dalam 
bidang pengangkutan atau biasa disebut dengan perjanjian pengangkutan. 
Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi 
untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, 
sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.
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Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak 
disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal persetujuan kehendak. 
Kenyataannya hampir semua perjanjian pengangkutan darat,laut,dan udara dibuat 
secara tidak tertulis tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen 
pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa 
persetujuan diantara oihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak 
dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan 
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dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan 
undang-undang tersebut. 
Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan 
pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana para 
pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
daripada si buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan disebut 
kedudukan subordinasi (gesuobdineerd), sedangkan kedudukan para pihak dalam 




Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan 
penmpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian 
sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian 
perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Maka dari itu 
perjanjian pengangkutan disebut dengan perjanjian timbal balik, yaitu konsumen 
mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya 
pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak, menerima pembayaran 
jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan. 
Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan pengaturan yang memadai dalam 
undang-undang Hukum Perikatan yang mana diketahui dalam B.W kita tidak 
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Pengangkutan atau system transportasi itu mempunyai peranan yang sangat 
penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan masyarakat untuk kehidupan 
sehari-harinya, maka diperlukan adanya hukum pengangkutan yang dalam hal ini 
adalah hukum pengangkutan niaga.
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Pengangkutan barang merupakan rangkaian peristiwa pemindahan barang atau 
penumpang dari satu tempat pemuatan ke tempat lain yang menjadi tujuan 
penurunan barang muatan.
5




1. Serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian 
pengangkutan; 
2. Saat terjadi perjanjian pengangkutan; 
3. Pembuktian dengan dokumen pengangkutan. 
Bagi pihak perusahaan jasa pengangkutan dan perusahaan kereta api terjadi 
perjanjian sewa-menyewa antara keduanya. Perjanjian sewa-menyewa adalah 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 
kepada pihak yang lain suatu kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu 
tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir 
disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata). Dijelaskan dalam Pasal 
155 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian “bahwa tarif 
angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) ditetapkan 
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berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah”.  
Adanya perjanjian menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban.Kewajiban 
pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut 
penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan.Sedangkan hak nya 
adalah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang memperoleh biaya angkutan 
dari penumpang atau pengirim barang.Lebih jelasnya, khususnya dalam 
pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut memiliki kewajiban 
lainnya.Kewajiban tersebut diantaranya adalah merawat, menjaga, dan 
memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan 




Kewajiban di atas termuat pada Pasal 158 Undang-Undang No. 23 Tahun 
2007 Tentang Perkeretaapian, yang menyatakan sebagai berikut: 
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian 
yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau 
musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. 
(2) Tanggung  jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 
barang diterima oleh pihak penyelenggara Sarana Perkeretaapian sampai 
dengan diserahkannya barang kepada penerima. 
(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan 
diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. 
(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung  jawab atas 
kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat 
angkutan barang. 
Pengirim barang berhak : (a) memperoleh pelayanan sesuai tingkat pelayanan 
yang disepakati dalam karcis atau surat angkutan, (b) memperoleh pelayanan 
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dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan Penyelenggara selama 
menunngu keberangkatan apabila terjadi keterlambatan, dan (c) memperoleh 
pengembalian biaya angkutan apabila terjadi pembatalan pemberangkatan.  
Tanggung jawab PT. KAI sebagai sarana transportasi adalah menjaga 
keselamatan penumpang atau barang, mulai dari penumpang atau barang tersebut 
sampai masuk ke kereta api. Keselamatan penumpang dan barang dianggap 
penting, maka pemerintah menurunkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 
2 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api.Untuk 
mewujudkan keselamatan penumpang dan barang dalam perkeretaapian tersebut, 
berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KM. 25 Tahun 2007 tentang Bedge 
Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 
Seperti halnya perusahaan jasa pengangkutan PT. HERONA EXPRESS yang 
menerima dan melayani jasa pengiriman barang melalui kereta api dan truck box. 
Perusahaan jasa angkutan PT. HERONA EXPRESS yang bertanggung jawab 
mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan saat dilakukan pengangkutan. 
Pihak kereta api sebagai pelaksana pengiriman barang, pengirim barang 
bertanggung jawab membayar semua biaya sesuai dengan kesepakatan bersama 
antara pengirim dan perusahaan pengangkut barang yang telah disetujui antara 
kedua belah pihak.  
Berdasarkan urutan tersebut diatas, penelitian perjanjian khususnya dalam 
perjanjian pengangkutan dengan menggunakan sarana transportasi darat sebagai 
alat pengangkutnya, maka dalam penelitian ini di pilih judul :“PERJANJIAN 
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PENGANGKUTAN (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama Antara PT. HERONA EXPRESS dengan PT. KAI)”.  
 
B. Rumusan Masalah  
Dalam suatu kegiatan penelitian, untuk memfokuskan permasalahan yang 
akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah 
maka akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan 
tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah penyelenggaraan pelaksanaan perjanjian pengangkutan 
antara PT. HERONA EXPRESS dengan pihak perusahaan kereta api 
dalam pengangkutan barang? 
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pihak yang terlibat apabila ada 
barang yang rusak pada saat pengiriman barang melalui kereta api? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pelaksanaan perjanjian 
pengangkutan antara PT. HERONA EXPRESS dengan pihak perusahaan 
kereta api dalam pengangkutan barang. 
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban para pihak yang terlibat apabila 




D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai tambahan pengetahuan pengembangan ilmu hukum, terutama 
dalam perjanjian kerjasama dan perjanjian sewa menyewa kereta api 
dalam bidang transportasi sebagai salah satu alternatif pilihan pekerjaan 
jasa. 
2. Bagi perusahaan jasa pengangkutan sebagai bahan kajian dalam 
memahami hukum perjanjian dalam bidang pengangkutan sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
3. Bagi masyarakat, sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum dan 
bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan sebagai mitra kerja yang 
bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang melalui jalur darat. 
 
E. Kerangka Pemikiran  
Penyelenggaraan pelaksanaan perjanjian pengangkutan merupakan hal 
yang sangat penting bagi para pebisnis, terutama dalam dunia bisnis 
niaga.Perjanjian pengangkutan antara PT. HERONA EXPRESS dengan PT. 
KAI yang dibuat secara tertulis diharapkan mampu menjamin kepastian, 
ketertiban, dan perlindungan hukum selama pelaksanaan perjanjian 
berlangsung. 
Dalam pasal 1313 KUHPerata, secara tegas diatur bahwa “perjanjian 
adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan dalam pasal 1313 
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KUHPerdata tersebut mengatur bahwa perjanjian itu harus memenuhi unsure-
unsur : 
1. Suatu perbuatan : perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, 
dimana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum. 
2. Antara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. 
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang 
berjanji.  
Dalam penelitian ini, perjanjian yang terjadi antara PT. HERONA 
EXPRESS dengan PT. KAI adalah perjanjian sewa menyewa. Dimana PT. 
HERONA EXPRESS sebagai perusahaan jasa menyewa perusahaan kereta 
api sebagai perusahaan pengangkutan, yang akan digunakan untuk 
menjalankan bisnis pengangkutannya. Dengan adanya perjanjian sewa-
menyewa tersebut, maka PT. HERONA EXPRESS dengan PT. KAI dapat 
menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan perjanjian 
yang telah dibuat. 
Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, menjelaskan bahwa: 
“sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 
kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan 
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 
disanggupi pembayarannya. Didalam hubungan sewa-menyewa yang 
menyewakan (pemilik) hanya memberikan hak pemakaian saja kepada 
penyewa dan bukan hak milik”. 
 
F. Metode Penelitian 
Dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian, sebab 
metode penelitian diperlukan sebagai pedoman penelitian untuk memperoleh 
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data atau informasi serta penjelasan secara sistematik mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun metode yang 
dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 
1. Metode pendekatan 
Metode pendekatan adalah suatu pola/bentuk pemikiran secara ilmiah 
dalam suatu penelitian.Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metoe pendekatan doctrinal.Penelitian doctrinal 
merupakan penelitian yang memandang konsep hukum, konsep hukum 
yang dipergunakan adalah konsep hukum yang positif dan memandang 
masalah hukum sebagai lembaga yang otonom.
8
Sesuai dengan pengertian 
tersebut, dalam penelitian ini konsep hukum dipergunakan sebagai 
penetapan dalam suatu kegiatan (in-coucreto). 
Pendekatan doctrinal yang digunakan berjenis normatif dengan alasan 
penelitian yang dilakukan berupa peristiwa khusus dan konkrit, yaitu 
dalam perjanjian sewa-menyewa sarana transportasi yang dilakukan oleh 
PT. HERONA EXPRESS dengan perusahaan perkeretaapian. 
Tujuan penelitian dengan pendekatan Normatif ini adalah untuk 
mengetahui apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa 
konkrit tertentu. Artinya, untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit 





                                                          
8
Waluyo, Bambang, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 81 
9
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode penelitian Hukum, Surakarta: 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 23 
10 
 
2. Spesifikasi Penelitian 
Kajian dalam penelitian ini menggunakan tipe yang bersifat deskriptif. 
Sebab dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara 
jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan 
mengeksplanasikan atau memahami) tentang berbagai hal yang terkait 
dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai bentuk perjanjian kerjasama 
antara PT. HERONA EXPRESS dengan perusahaan kereta api dalam 
pengangkutan barang dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat apabila 
ada barang yang rusak dalam pengangkutan barang melalui kereta api. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di perusahaan jasa pengangkutan barang pada 
PT. HERONA EXPRESS.Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara 
purposive, maksutnya adalah lokasi penelitian yang dijadikan subjek 
penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dipandang 
mempunyai hubungan erat dengan judul penelitian dan rumusan masalah. 
Dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah : 
a.  Perusahaan jasa angkutan darat PT. HERONA EXPRESS 
merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan darat yang cukup 
besar melayani pengiriman barang melalui kereta api dan truck 
box. 
b. Di PT. HERONA EXPRESS diperoleh data yang sesuai dengan 




4. Sumber Data 
Dalam penelitian ini diperlukan adanya jenis sumber data yang berasal 
dari literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian.Sebab 
penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang 
bersumber pada data sekunder, selain itu juga diperlukan data primer. 
Rincian dari sumber data tersebut sebagai berikut : 
a. Data sekunder 
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data lain yang 
berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka.Fungsi data 
sekunder untuk mendukung data primer. Data-data tersebut dapat 
diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi : 
(1) Dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan-
peraturan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku, 
literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari 
lembaga yang terkait. 
(2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik 
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh 
perusahaan yang terkait dengan pokok permasalahan. 
b. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini dipergunakan untuk mendukung 
data sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara 
langsung pada narasumber atau responden yang bersangkutan, dalam 
hal ini narasumber yang dimaksud adalah : 
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(1) PT. HERONA EXPRESS sebagai perusahaan di bidang jasa 
pengangkutan. 
(2) PT. KAI sebagai perusahaan perkeretaapian. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Sesuai dengan jenis data, maka metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data.Untuk mengumpulkan 
data primer digunakan metode wawancara.Sedangkan untuk 
mengumpulkan data sekunder menggunakan metode studi pustaka. 
Penjelasan dari 2 metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Metode Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan suatu cara untuk memperoleh data 
dengan jalan mempelajari berbagai dokumen-dokumen dan data 
sekunder lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan 
dibahas didalam skripsi. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 
Tanya jawab, peneliti sebagai penanya dan responden sebagai 
penjawab pertanyaan.Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara 
sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan 
penelitian. 




1. Pada tahap awal, dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan 
dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari 
peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data 
sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
2. Pada tahap kedua, dilakukan dengan wawancara secara intensif dan 
mendalam terhadap para informan dan observasi yang tidak 
terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa informan dari 
berbagai situasi atau kondisi. 
Kedua cara tersebut dilakukan secara simultan, maksudnya untuk 
memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang 
apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah 
ditetapkan, terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu dengan 
mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing 
bagian dari fokus permasalahan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan 
mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing 
bagian dari fokus permasalahan-permasalahan. 
6. Metode Analisis Data 
Metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode deduktif, yaitu suatu metode dalam menganalisis data yang 
berawal dari fenomena-fenomena umum menuju pada fenomena-
fenomena khusus.Maksudnya adalah fenomena tersebut berdasarkan 
undang-undang secara umum yang didasarkan pada kebijakan yang telah 
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dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dikaitkan dengan norma-norma 
hukum di bidang pengangkutan. 
G. Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan 
gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam 
penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 
BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 
BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari 4 sub bab, yang 
pertama mengenai perjanjian pengangkutan, subjek dan objek perjanjian 
pengangkutan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan, 
dan tujuan perjanjian pengangkutan. Yang kedua adalah tinjauan kereta api 
yang berisi proses penyelenggaraan pengangkutan kereta api, hak dan 
kewajiban KAI dalam pengangkutan dan tanggung jawab KAI dalam 
pengangkutan. Yang ketiga adalah perjanjian sewa menyewa yang berisi 
pengertian perjanjian sewa menyewa, wanprestasi dalam perjanjian sewa 
menyewa, dan tanggung jawab para pihak perjanjian sewa menyewa. 
BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 
penulis akan menguraikan mengenai bentuk penyelenggaraan pelaksanaan 
perjanjian pengangkutan antara PT. HERONA EXPRESS dengan perusahaan 
kereta api dalam pengangkutan barang dan pertanggung jawaban para pihak 
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yang terlibat apabila ada barang yang rusak saat pengiriman dalam 
pengangkutan barang melalui kereta api. 
BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran 
terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
 
